BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan

Dari hasil penelitian tentang Kajian Yuridis Perlindungan Kapal
Kemanusiaan dalam Blokade Laut oleh Israel terhadap Palestina menurut
Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus : Kapal Global Sumud

Flotilla) dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan tentang perlindungan kapal kemanusiaan dalam konflik
bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter
Internasional telah memberikan pengaturan yang tegas mengenai
perlindungan kapal kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Kapal
kemanusiaan yang menjalankan fungsi non-militer dan digunakan semata-
mata untuk penyaluran bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil
dikategorikan sebagai objek sipil yang wajib dihormati dan
dilindungi.Perlindungan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip-
prinsip fundamental Hukum Humaniter Internasional, khususnya prinsip
pembedaan, prinsip kemanusiaan, prinsip proporsionalitas. Ketentuan ini
diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II
Tahun 1977, yang menegaskan kewajiban para pihak yang berkonflik
untuk tidak menjadikan kapal kemanusiaan sebagai sasaran serangan
maupun Tindakan militer lainnya.

2. Analisis Tindakan Israecl dalam blokade laut sesuai atau bertentangan

dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Penerapan blokade
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laut oleh Israel terhadap kapal Global Sumud Flotilla menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Kapal
Global Sumud Flotilla merupakan bagian dari misi kemanusiaan
internasional yang membawa bantuan kemanusiaan serta relawan dan
jurnalis untuk penduduk sipil Gaza.Tindakan penghentian, penahanan, dan
pembatasan akses kapal kemanusiaan tersebut menimbulkan resiko serius
terhadap keselamatan penduduk sipil dan pekerja kemanusiaan, serta
memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah konflik. Tindakan Israel
tersebut tidak mencerminkan pada prinsip Hukum Humaniter Internasional
sebagaimana yang diatur dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977. Dengan
demikian, blokade laut yang diberlakukan terhadap kapal Global Sumud
Flotilla tidak sejalan dengan kewajiban Hukum Internasional untuk
menjamin perlindungan terhadap objek sipil dan misi kemanusiaan dalam
konflik bersenjata.

B. Saran

Berdasarkan saran penelitian tersebut, maka penulis mengajukan

beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepatuhan terhadap perlindungan kapal kemanusiaan dalam konflik
bersenjata, para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata disarankan
untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan Hukum Humaniter
Internasional, khususnya terkait perlindungan kapal kemanusiaan sebagai
objek sipil. Dalam pelaksanaan blokade laut, prinsip pembedaan,

proporsionalitas perlu diterapkan secara konsisten agar penyaluran
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bantuan kemanusiaan tidak terhambat dan penderitaan penduduk sipil
dapat diminimalkan.

. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti selanjutnya disarankan untuk
melakukan kajian yang lebih dalam mengenai penerapan dan penegakan
Hukum Humaniter Internasional terhadap praktik blokade laut dalam
konflik bersenjata, Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji
perbandingan kasus serupa diberbagai konflik Internasional guna
memperoleh gambaran yang lebih komprehensif serta memberikan
kontribusi akademis bagi pengembangan kajian Hukum Humaniter

Internasional.
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